BAB V
RELEVANSI SISTEM HUKUM INDONESIA KONTEMPORER DENGAN
TUJUAN HUKUM PENGAYOMAN

A. Pandangan Era Reformasi Dalam Melihat Ide Pengayoman Sebagai Tujuan

Hukum

Pada saat Presiden Soeharto turun, maka kekuasaannya turun ke wakilnya, yaitu
Presiden B. J. Habibie yang mewarisi permasalahan-permasalahan politik dari
pemerintahan sebelumnya.! Banyak sekali agenda yang dilakukan oleh B. J. Habibie
dan presiden-presiden setelahnya dalam memperbaiki permasalahan sosial-politik dan
perekonomian Pemerintahan Rezim Orde Baru. Tugas utama para Presiden di masa
awal masuknya Reformasi adalah untuk memastikan adanya amandemen UUD 1945.2
Desakan amandemen tersebut datang dari masyarakat, terutama mahasiswa yang
menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang selama ini masih condong kuat
kepada lembaga eksekutif.> Namun, di saat-saat inilah lde Pengayoman dipahami
melalui kacamata dan sudut pandang yang kembali berbeda.

Di era Orde Lama, Tujuan Hukum Pengayoman dilihat sebagai hukum yang
melindungi melalui dekolonialisasi, penghilangan konsep dan nilai-nilai hukum barat,
serta menjaga kebebasan negara Indonesia dari pihak asing. Di era Orde Baru, hukum

seakan-akan tidak ditempatkan kembali menjadi sebuah tujuan, tetapi digunakan

! Maria Winda Klaudia & Ida Bagus Nyoman Wartha, Perkembangan Politik Dan Ekonomi
Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999. Jurnal Santiaji Pendidikan
(JSP), Volume 10, Nomor. 1, 2020, halaman 69-75.

2 Merle Calvin Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi IImu Semesta, 2008,
halaman 694.

3 Ibid.
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sebagai alat untuk memenuhi tujuan negara. Untuk melihat konteks ini menggunakan
ide pengayoman, maka tujuan yang ingin dicapai oleh hukum yang dijadikan alat
tersebut adalah pembangunan. Artinya, Ide Pengayoman pada era Orde Baru dilihat ke
dalam perspektif bagaimana hukum dapat berperan untuk mendukung pembangunan
negara.*

Perspektif yang memandang hukum sebagai alat tersebut kemudian ditentang oleh
Satjipto Rahardjo. Teorinya mengenai Hukum Progresif menempatkan Hukum
kembali sebagai tujuan. Hukum Progresif memandang Ide Pengayoman sebagai
protektor masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari realitas masyarakat. Oleh
karenanya, menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum.® Lalu, terdapat pula pengembangan Ide Pengayoman oleh Arief Sidharta, yang
secara eksplisit mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah pengayoman.
Pengayoman merupakan bagian dari Pancasila.® Pemikiran ini terinspirasi dari
Soediman Kartohadiprodjo, yang kemudian juga menginspirasi adanya penelitian ini.

Kemudian masuk pada era Reformasi, pemahaman dalam melihat Ide
Pengayoman sebagai Tujuan Hukum kemudian diartikan sebagai hukum yang
melindungi dengan memberikan penjaminan terhadap pelaksanaan HAM dan dijadikan
sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Pada saat UUD 1945 diamandemen dalam
rentang waktu 1999 sampai dengan 2002, terdapat nilai-nilai fundamental yang diubah

dan ditambahkan nilai-nilai baru di dalamnya. Contohnya, sistem ketatanegaraan

Sunaryati Hartono dan Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit.
Satjipto Rahardjo, Op.Cit.
& Bernard Arief Sidharta dan Soediman Kartohadiprodjo, Op.Cit.
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Indonesia pada akhirnya mengenal sistem demokrasi bikameral, yang mengakomodir
suara-suara dari daerah dengan membentuk DPD.” DPR tidak dapat dibubarkan oleh
Presiden, dan memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan. MPR atas
usul DPR juga dapat secara memberhentikan Presiden apabila secara sah dan
menyakinkan telah melanggar ketentuan UUD 1945 Amandemen.®

Lalu agar Konstitusi tetap ditegakkan sebagaimana mestinya maka dibentuk pula
lembaga Yudikatif yang didesain untuk hal itu, yaitu MKRI sebagai salah satu unsur
kekuasaan negara yang ditegaskan melalui UU Kekuasaan Kehakiman.® Lalu unsur-
unsur mengenai pembatasan kekuasaan presiden dan pembagian sistem kekuasaan
dimasukkan pula sebagai bentuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dan
sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menjadi korup.’® lde Pengayoman yang
bertujuan untuk melindungi rakyat diimplementasikan ke dalam bentuk pembagian dan
pembatasan kekuasaan, serta mekanisme checks and balances.

Dalam perspektif Reformasi, hukum yang berguna menghindari kesewenang-
wenangan tersebut pada akhirnya dipisahkan hakikatnya dari para penguasa. Hukum
dan penguasa bukan lagi menjadi satu hakikat, tetapi sudah menjadi dua hakikat yang

berbeda,!! sehingga baik penguasa dan rakyat, keduanya sama-sama tunduk kepada

” T.A. Legowo, et.all, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia, 2005, halaman 160

8 Ni Wayan Merda Surya Dewi, Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca
Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945, Soshum Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 7, Nomor 1,
Maret 2017, halaman 1 — 11.

® Janedri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta: MKRI, 2017, halaman 6.

10 Ro’is Alfauzi dan Orien Effendi, Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di
Negara Demokrasi, Politica, Volume 7, Nomor 2, Juli — Desember 2020, halaman 111 — 133.

11 Ini merupakan perspektif yang berbeda dengan perspektif Kebudayaan Tradisional Nusantara yang
melihat bahwa Raja dan Hukum memiliki satu hakikat yang sama.
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hukum. Namun, tuntutan masyarakat kepada penguasa untuk tetap mengayomi tidak
berubah. Tuntutan ini kemudian yang menjadi tugas Presiden sebagai Pimpinan
Tertinggi Negara. Hal demikian dapat terlihat dari sumpah dan janji Presiden dan
Wakil Presiden yang harus diikrarkan sebelum menjabat, sebagaimana yang terlihat di
dalam Pasal 9 UUD 1945 Amandemen:!2

Sumpah Presiden (dan Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus—Ilurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (dan Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya
dan seadil—adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Kemudian, karena hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan
memberikan penjaminan terhadap pelaksanaan HAM dan alat untuk membatasi
kekuasaan, maka di dalam UUD 1945 Amandemen diatur pula pengaturan mengenai
HAM. Pengaturan HAM diatur di dalam BAB XA dari Pasal 28A sampai dengan 28]

UUD 1945 Amandemen, dan ketentuan mengenai HAM ini juga menjadi aspek

pengayoman yang harus dijalankan oleh Presiden selaku Pemimpin tertinggi negara.*3

2 pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Tahun
1999 sampai dengan Tahun 2002.

13 Lihat penjelasan lebih lanjut bagaimana UUD 1945 Amandemen mengatur dan melindungi HAM
oleh Lisnawaty Badu, Pengaturan dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana
Nasional dan Internasional, Jurnal Legalitas, Volume 3, Nomor 2, 2010, halaman 26 — 39.
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Dengan demikian, Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum di Era Reformasi
masih ada sampai dengan sekarang, tetapi selayaknya lde Pengayoman ini eksis di
Orde Lama dan Orde Baru, cara membaca dan memahaminya pun berbeda di Era
Reformasi. lde Pengayoman pada era ini lebih menekankan penjaminan akan
dilaksanakannya HAM dan pembatasan kekuasaan, menggunakan mekanisme checks
and balances sebagai pendukung agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa.
Lalu, Presiden dan Wakil Presiden juga dijamin untuk selalu mengendalikan dirinya
dengan cara bersumpah dan berjanji.

HAM juga merupakan poin penting dalam melaksanakan fungsi pengayoman dari
Presiden, karena sebagai representasi tuntutan masyarakat terhadap mereka yang telah
dipilih menjadi penguasa. Selain itu, karena hukum sudah terpisah hakikatnya dari
penguasa, diskusi dan perdebatan mengenai HAM ini juga menjadi landasan moral
dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum kepada masyarakat.

B. Pengimplementasian Tujuan Hukum Pengayoman di Era Reformasi
1. Ide Pengayoman Di Era Reformasi: Refleksi atas Warisan Budaya
Tradisional Indonesia
Ide mengenai pengayoman di Indonesia dipengaruhi oleh tiga budaya yang
mendominasi di Nusantara, yaitu Kebudayaan Jawa — Bali, Kebudayaan Melayu,
dan Kebudayaan Bugis — Makassar. Dalam konteks kebudayaan tersebut, teokrasi
menjadi pola pemerintahan yang dijalankan, di mana seorang Raja bisa berkuasa
karena mendapatkan wahyu atau pulung dari yang maha kuasa. Oleh sebab itu,

Raja dianggap sebagai manusia setengah Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri.
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Namun, dalam konsep “manunggaling kawula gusti”, ditekankan adanya
keselarasan dan keharmonisan. Seorang Raja yang mempunyai hak sebegitu
besarnya, tidak akan selaras dan harmonis ketika dirinya tidak mempunyai
kewajiban.'* lde Pengayoman muncul sebagai jenius nusantara yang digunakan
sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban seorang Raja yang berkuasa.
Kemudian, dalam perkembangan Sistem Ketatanegaraan Tradisional, dikenal
yang namanya Demokrasi Periferi yang ditemukan oleh Lucien Adam dan Bauke
Jan Haga, keduanya sepakat menyatakan bahwa dalam lingkup atau pedesaan
lingkup masyarakat adat, ada konsep demokrasi.

Implementasi konsep demokrasi terjadi ketika para anggota masyarakat desa
/ adat, memilih Kepala Desa / Adatnya secara langsung. Sifat dari keputusan
Kepala Desa / Adat atau pernyataannya adalah deklaratif dan mengikat bagi
seluruh anggota masyarakat. Oleh karena kewenangannya dari Kepala Desa / Adat
bersifat mengikat, maka dalam menjalankan kepemimpinannya didasarkan atas
asas gotong-royong dan asas musyawarah. Dengan demikian, Rapat Desa / Adat
menjadi lembaga tertinggi. Dengan konsep manunggaling kawula gusti yang telah
dijabarkan, maka kekuasaan tertinggi (Rapat Desa / Adat dan Kepala Desa / Adat)
harus selalu mengayomi.

Dengan dasar ini, dapat dilihat bahwa lembaga tertinggi dan lembaga tinggi
dalam konteks sistem ketatanegaraan Orde Baru dan Orde Lama, (yaitu MPR,

Presiden, dan DPR) harus pula mengayomi dalam menjalankan kewajibannya.

14 Magnis-Suseno, Wayang dan Panggilan manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, halaman
80-82.
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Dalam konteks era Reformasi, makna Ide Pengayoman kemudian hadir ke banyak
lembaga negara, sehingga semua lembaga negara yang disebutkan oleh UUD 1945
(dan bahkan yang tidak pula disebutkan di dalamnya) harus mengayomi
masyarakat sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing.t®
Lembaga-lembaga negara ini kedudukannya setara,'® tetapi khusus Lembaga
Kepresidenan, dia adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, sehingga
dalam tanggapan masyarakat di era Reformasi, seseorang yang menjabat sebagai
Presiden memiliki porsi pengayoman yang lebih besar.

Ide Pengayoman yang telah dijelaskan, dikonkretkan oleh Soepomo dalam
merumuskan UUD 1945, dan kemudian tujuan hukumnya dirumuskan oleh
Sahardjo melalui Pohon Beringin Pengayoman. Perspektif Soepomo dalam
mengaktualisasikan lde Pengayoman ke dalam UUD 1945, dipengaruhi oleh cara
berpikir orang Belanda (Lucien Adam dan Bauke Jan Haga), tetapi sangat khas
Indonesia. Hal demikian disebabkan, tradisi Demokrasi Tradisional yang telah
dijelaskan adalah nilai-nilai yang berkembang dari adat-istiadat Kebudayaan
Tradisional Indonesia, dua orang Belanda tadi hanya mengkonseptualisasikan

nilai-nilai yang telah mereka temukan tersebut.

15 Dalam Kebudayaan Jawa - Bali, seseorang juga harus mengetahui di mana tempat dan kedudukannya

16

berada, sehingga dia bisa mengetahui bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya tersebut.
Keselarasan dan harmoni menjadi salah satu aspek penting di dalam kebudayaan Jawa — Bali. Magnis
Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1991, halaman 100 — 107.

Indra Perwira, etall, Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945:
Rekonseptualisasi Constitutional Importance, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022, halaman
28
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Sampai dengan saat ini, Ide Pengayoman masih ada di Indonesia, dapat dilihat
dari bagaimana UUD 1945 Amandemen merumuskan nilai-nilai pengayoman ke
dalamnya: Pembatasan Kekuasaan, Mekanisme Checks and Balances, HAM,
Independensi Lembaga Kehakiman, Sumpah - Janji Presiden dan Wakil Presiden,
dan sebagainya. Model perwujudan Ide Pengayoman dalam sistem ketatanegaraan
di era Reformasi bukan lagi Demokrasi Tradisional Indonesia yang dipakai oleh
Soepomo dan diamini oleh Sahardjo, melainkan sistem Demokrasi Modern
bercorak liberalistik yang mencontoh sistem ketatanegaraan negara Amerika
Serikat.’

Meskipun secara yuridis-normatif sistem ketatanegaraan Indonesia diinspirasi
sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bercorak liberalistik, tetapi cara
membaca bagaimana sistem Kketatanegaraan kerjanya berbeda. Demokrasi
Amerika sangat Liberal, karena dipengaruhi oleh sejarahnya dan perkembangan
negaranya. Indonesia juga demikian, Demokrasi kita harus dipandang dengan
sejarahnya tersendiri, yang mana sejarahnya tersebut hidup bersamaan dengan
adat-istiadat dan tradisi kebudayaannya. Oleh sebab itu, meskipun secara tampilan
dari demokrasinya adalah demokrasi liberalistiknya bergaya Amerika Serikat,
tetapi jiwa, gagasan, karsa, dan cipta untuk menjalankan demokrasi tersebut adalah
menggunakan nilai-nilai pengayoman.

Dalam hemat penulis, konsep dari Ide Pengayoman memang tenggelam di

dalam perdebatan dan diskusi mengenai Tujuan Hukum. Penulis berpendapat

17 Rachael Diprose, Dave McRae dan Vedi R. Hadiz, Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its
Illiberal Turn, Journal of Contemporary Asia, Volume 46, Nomor 5, 2019.
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bahwa hal demikian disebabkan oleh banyaknya informasi mengenai tujuan-tujuan
hukum dari ahli hukum luar Indonesia, ditambah sistem ketatanegaraan Indonesia
yang terinspirasi dari Amerika Serikat, membuat sistem ketatanegaraan Indonesia
lebih mudah dibaca dan dipahami menggunakan ide dan gagasan tujuan-tujuan
hukum dari luar. Oleh sebab itu, ide dan gagasan mengenai tujuan-tujuan hukum
para pemikir non-Indonesianis harus selalu dikontekstualisasikan dengan asal
negara mereka berasal.

Khusus untuk Indonesia sendiri, lde Pengayoman menjadi sangat penting
untuk dibahas dalam melihat bagaimana Cita Hukum itu dirumuskan, dan
bagaimana Tujuan Hukum yang didasarkan atas Cita Hukum tersebut dapat
dijalankan. Dengan melihatnya dari dalam, maka Pancasila sebagai ideologi
negara begitu penting bagi orang Indonesia. Ideologi Pancasila membuktikan
bahwa orang Indonesia mempunyai kepribadiannya sendiri. Salah satunya adalah
ide pengayoman.

Pada era Orde Baru, Hukum dianggap bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai
alat untuk melaksanakan pembangunan yang dikehendaki oleh Pemerintah.
Hukum dianggap sebagai sarana untuk membentuk masyarakat, dan menjauhkan
diri dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Tujuan Hukum Pengayoman
menjadi tersingkirkan, karena ketika memasuki bidang-bidang hukum yang
menyangkut mengenai pembangunan pada era Reformasi (seperti ekonomi,
pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya), perspektif hukum sebagai alat

tetap dipertahankan.
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Meskipun hukum sangat instrumental, hal demikian tidak dapat disalahkan,
karena ternyata seperti itulah perkembangan negara Indonesia, tetapi ide negara
untuk mengayomi masih tetap ada dan akan terus ada. Salah satu alat negara untuk
melindungi adalah hukum.!® Ketika hukum kehilangan fungsi melindunginya,
maka hukum kehilangan rohnya. Jaksa, kepolisian, dan para penegak hukum
lainnya, harus menjadi simbol pengayoman. Mereka melindungi masyarakat lewat
hukum. Oleh sebab itu, dengan mengikuti bagaimana Sahardjo menggunakan
hukum sebagai tujuan, hukum dapat dikembalikan untuk mempunyai tujuan
pengayomannya. Meskipun hukum yang saat ini sangat instrumental, tidak berarti
ide pengayoman yang masyarakat tuntut dari pemimpin menjadi luntur. Pada saat
ini, terdapat permasalahan yang cukup relevan ketika mengembalikan hukum
kepada tujuan pengayomannya, yaitu permasalahan dalam bidang HAM, dan
Lingkungan.

2. Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Hak Asasi Manusia

Era Reformasi menjadi titik awal diaturnya ketentuan mengenai HAM di
Indonesia. Ide Pengayoman dalam perspektif Reformasi adalah untuk bagaimana
hukum dapat menyediakan prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan
terhadap hak-hak dasar setiap individu.’® Ide Pengayoman, dalam konteks ini,

bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung, melindungi, dan

18 Upaya-upaya hukum dijadikan alat untuk melindungi bisa dilihat melalui Mahkamah Konstitusi
sebagai the guardian of constitution and human rights. Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk
Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi, Jurnal Legislasi
Indonesia, Volume 13, Nomor 3, 2016, halaman 321 — 331.

19 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca: Cornell University Press,,
2003, halaman. 7-21. Lihat pula Maurice Cranston, What are Human Rights?, New York: Taplinger,
1973, halaman 70.

132



memajukan HAM sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan
masyarakat.

Dalam realitas hukum, tujuan ini tercermin dalam upaya untuk menjamin
bahwa setiap tindakan hukum, baik legislatif maupun yudisial, senantiasa
berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal.?® Oleh
sebab demikian, Ide Pengayoman dalam bidang HAM adalah untuk melindungi
HAM secara menyeluruh. Ini mencakup hak-hak dasar yang menjadi hakikat dari
manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak
manusiawi.?* Dalam perspektif ini, hukum pengayoman menjadi alat yang efektif
dalam menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa ketakutan
akan ancaman terhadap nyawa dan martabatnya.??

Tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang HAM tercermin secara konkret
dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam UUD 1945 Amandemen
Pasal 28A hingga Pasal 28J, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM. Pasal-pasal 28A sampai dengan 28)J memberikan dasar konstitusional dan
perundang-undangan yang mengatur dan melindungi HAM sebagai bagian
integral dari sistem hukum Indonesia.

UUD 1945 Pasal 28A menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, bebas

dari siksaan, dan memiliki martabat. Pernyataan ini mencerminkan tujuan Hukum

20 Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia, 2017, halaman 331 — 371.

2L Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika
Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor: Ghalia, 2005, halaman 1 — 3.

22 Rhona K.M. Smith, et.all., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia, 2017, halaman 1.
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Pengayoman untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Ide
Pengayoman mengarahkan hukum untuk menghindarkan ancaman terhadap
nyawa dan martabat individu, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara
universal.?®

Kemudian, Pasal 28B hingga Pasal 281 UUD 1945 memuat hak-hak khusus
yang harus dijamin dan dihormati oleh negara. Pasal-pasal ini merinci hak-hak
seperti hak hidup, hak pribadi, hak kebebasan, hak keamanan, hak pikiran dan hati
nurani, hak berserikat, hak berkumpul, hak berpendapat, hak mencari keadilan,
serta hak beragama dan beribadah. Hal ini mencerminkan upaya Hukum
Pengayoman untuk menciptakan perlindungan konkret terhadap berbagai aspek
hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, UUD 1945 Pasal 28J menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
pengayoman, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari ancaman
diskriminasi dan kekerasan atas dasar apa pun. Pasal ini secara khusus
menggarisbawahi ide pengayoman sebagai hak yang fundamental. Dalam konteks
HAM, Hukum Pengayoman bertujuan untuk memberikan perlindungan yang
setara kepada semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau ancaman kekerasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut
memberikan wujud hukum yang lebih rinci dan komprehensif. Undang-Undang

ini menetapkan berbagai prinsip dan mekanisme perlindungan HAM, mencakup

23 Lisnawati Badu, Op.Cit.
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pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagali
lembaga independen yang berfungsi mengawasi pelanggaran HAM.

Jadi, tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang HAM, sebagaimana diatur
dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga Pasal 28J serta Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999, adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak
asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan menciptakan kepastian hukum yang
adil bagi setiap individu di Indonesia. Ini mencerminkan komitmen konstitusional
dan perundang-undangan untuk mengayomi dan melindungi hak asasi manusia
sebagai nilai yang fundamental dalam sistem hukum negara.

Produk-produk hukum yang didasarkan atas Ide Pengayoman, sebagaimana
yang telah disebutkan di atas, ditujukan untuk menciptakan mekanisme hukum
yang efisien dan efektif dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang
menghormati hak asasi manusia.?* Hal ini melibatkan penyelenggaraan peradilan
yang transparan, akuntabel, dan adil, di mana setiap individu memiliki akses yang
sama terhadap keadilan tanpa diskriminasi.

Dalam konteks HAM, tujuan Hukum Pengayoman juga mencakup peran aktif
dalam memastikan hak-hak kelompok minoritas dilindungi. Hal ini mencerminkan
komitmen untuk mencegah diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok-

kelompok yang mungkin rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.?®

24 Suparman Marzuki, Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit., halaman 295.

%5 Hana Felvina Naulaitta, et.all., Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas
Perspektif Hukum Internasional, Tatohi: Jurnal limu Hukum, Volume 1, Nomor 9, 2021, halaman
848 - 861
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Dengan demikian, hukum pengayoman bertindak sebagai penjaga agar tidak ada
kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau diabaikan dalam sistem hukum.
3. Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Lingkungan

Perspektif Hukum Pengayoman dalam Hukum Lingkungan sejatinya tetap
pada proses untuk melindungi. Namun, proses melindungi tersebut terjadi kedalam
dua subjek hukum, yaitu manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan
hidup dalam perspektif modern dianggap mempunyai “Hak” dan “Kewajiban”.%°
Konsep hak dan kewajiban biasanya terkait dengan entitas yang memiliki
kemampuan rasional dan kemampuan untuk memahami dan menjalankan
tanggung jawab. 2’

Namun, untuk menyatakan bahwa lingkungan memiliki kewajiban seperti
yang dimiliki oleh entitas rasional atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan
penalaran lebih kompleks dapat didekati dengan kepedulian moral yang diperluas
tidak hanya kepada sesama manusia saja, tetapi juga mencakup ekologis
seluruhnya, baik yang hidup maupun yang tidak.?® Lingkungan hidup
dipersonifikasikan sebagai entitas makhluk hidup yang kewajibannya secara
otomatis telah dia lakukan. Oleh karena itu, karena kewajibannya telah secara
otomatis dilakukan, lingkungan hidup mempunyai “Hak”, dalam konteks hukum

lingkungan, hak tersebut adalah Hak untuk dilindungi. Di sini Tujuan Hukum

% A, Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, 2002. Halaman 183.

2 A, Sonny Keraf, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan, Yogyakarta:
Kanisius, 2014, halaman 69.

28 Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, Relasi dengan Dunia, Jakarta: Elex
Media Komputindo, 2005, halaman 58-59.
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Pengayoman juga ditujukan untuk melindungi Lingkungan Hidup, bukan hanya
manusia.?

Oleh sebab itu, Tujuan Hukum Pengayoman dalam bidang Hukum
Lingkungan adalah menciptakan kerangka hukum yang mengarah pada
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan, sehingga
subjek yang dilindungi bukan saja manusia, tetapi lingkungan hidup itu sendiri.*
Hal ini melibatkan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, serta
pengelolaan dampak negatif kegiatan manusia terhadap lingkungan.3! Tujuan
utama Hukum Pengayoman di bidang Hukum Lingkungan adalah untuk
mengayomi ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan
keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa
depan.

Landasan konstitusional terkait perlindungan lingkungan hidup terdapat
dalam UUD 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Pada Pasal 28H memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk tujuan
Hukum Pengayoman dalam Hukum Lingkungan. Pasal ini menegaskan hak setiap
individu untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ini menciptakan

landasan konstitusional yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak

2 Hasil Bimbingan dan Wawancara bersama Koerniatmanto Soetoprawiro, 29 Januari 2024, pada
pukul 10.00 WIB.

%0 Jimly Asshiddigie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, halaman 117.

31 Abdurrahman Supardi Usman, Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak
Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum, Legality: Jurnal llmiah Hukum, VVolume
26, Nomor 1, halaman 1 — 16.
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konstitusional ini, mencakup tanggung jawab pemerintah dan semua pihak untuk
menciptakan dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang optimal.

Namun, di dalam Pasal 28H UUD 1945 ini tidak didapatkan adanya
pendekatan secara hak asasi lingkungan, karena yang terjadi adalah pendekatan
dengan melihat hak asasi dari manusia terlebih dahulu. Hal demikian disebabkan
karena banyaknya pertimbangan terkait lahirnya pasal ini berputar pada perspektif
ketatanegaraan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, perekonomian, kebebasan
pers, dan lain sebagainya.?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan kerangka hukum yang
komprehensif untuk mencapai lde Pengayoman tersebut. Undang-Undang ini
memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan, pengelolaan, dan
pemulihan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui regulasi ini, negara
menetapkan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap orang dan badan hukum
untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup.

Perspektif yang digunakan untuk melindungi Hak Asasi Lingkungan Hidup
memang didasarkan atas perspektif HAM. Hal demikian disebabkan dari
perkembangan pemikiran-pemikiran dalam bidang HAM generasi keempat, yang
mana isu-isu lingkungan hidup sudah mulai disuarakan, seperti mengkritisi

dominasi negara untuk mengeksploitasi lingkungan hidup, sehingga melalaikan

32 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan
1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman. 213-362.
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kesejahteraan rakyat dan merusak bumi.*® Apabila dilihat dalam perspektif yang
holistik, dalam pelaksanaan perlindungan HAM generasi keempat tersebut juga
pada akhirnya membawa dampak kepada perlindungan hak asasi lingkungan
hidup.

Contohnya di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat hak turunan dari Pasal
28H UUD 1945.%* Setidaknya terdapat lima bentuk turunan dari Pasal 28H UUD
1945, yaitu: 1). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat; 2). Setiap
orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam pemenuhan atas lingkungan hidup yang
sehat; 3). Setiap orang berhak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap
rencana pembangunan yang berdampak kepada lingkungan hidup; 4). Setiap orang
berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 5).
Setiap orang berhak melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran lingkungan
hidup.

Oleh sebab itu, Ide Pengayoman di dalam bidang Hukum Lingkungan
diimplementasikan dengan meningkatkan kesadaran bahwa Lingkungan hidup
mempunyai hak untuk dilindungi. Hak tersebut bukanlah hak atas lingkungan
hidup yang perspektifnya adalah kepada HAM, tetapi hak yang disandang oleh

lingkungan hidup itu sendiri. Namun, saat ini perspektif yang digunakan oleh

3 Junior B. Gregorius, Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Volume 39, Nomor 3, 2009, halaman 288.

3 Agung Wardana, Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi, dalam Jurnal Advokasi, Volume
3, 2013, Nomor halaman 123.
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Indonesia masih dalam perspektif yang pertama. lde Pengayoman tetap hadir di
dalam hukum lingkungan karena, meskipun saat ini penegakan hak asasi dari
lingkungan hidup dilihat menggunakan perspektif HAM, tetapi hal demikian juga

berdampak kepada perlindungan hak asasi lingkungan hidup.
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BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Hakikat dari Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum dapat dilacak dari
Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia yang mempengaruhi
terbentuknya nilai dari ide tersebut. Kebudayaan Tradisional Indonesia (Jawa
— Bali, Melayu, Bugis — Makassar), masing-masing memiliki konsep
manunggaling kawula gusti yang tidak dapat dikatakan sama, tetapi secara
esensi serupa, yang kemudian dari konsep inilah Ide Pengayoman sebagai
Tujuan Hukum itu lahir. Hakikat dari pengayoman dikristalisasikan akibat
relasi khusus antara Raja dengan Rakyatnya.

Raja dapat berkuasa karena dia mendapatkan wahyu / Teja / pulung dari
Tuhan, sehingga dia dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Bahkan
beberapa Raja menganggap la adalah Tuhan. Karena posisi nya yang dekat
dengan yang maha kuasa, maka dia juga dekat dengan kebenaran hakiki. Ini
pula yang membuat Raja menjadi omnipotent. Namun, tindakan kesewenang-
wenangan yang dilakukan oleh Raja tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal
demikian dianggap tidak selaras dan tidak seimbang. Kondisi ini menciptakan
ketidaksempurnaan, dan hak keilahiannya bisa hilang dengan cara diambil /
direbut oleh orang lain karena dianggap telah mengkhianati wahyu / pulung
yang telah dia dapatkan.

Oleh sebab itu, diperlukan aspek penyeimbang dari kekuasaan Raja yang

sangat besar ini, yaitu tugasnya sebagai pelindung kerajaan dan rakyatnya. Hal
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2.

ini yang juga selalu dituntut oleh rakyat kepada rajanya, yaitu untuk
mengayomi. Kemudian Raja dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena Raja
adalah hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, lde Pengayoman sebagai Tujuan
Hukum direpresentasikan tugas seorang raja tersebut, yaitu mengayomi
(melindungi).

Awal Mula Ide Pengayoman hadir sebagai sebuah Tujuan Hukum, pertama
kali diperkenalkan oleh Sahardjo, melalui konsep Pohon Beringin
Pengayomannya. lde Pengayomannya Sahardjo tentang Pohon Beringin
Pengayoman diwujudkan menjadi Cita Hukum, Ideologi, dan Tujuan Hukum
itu Sendiri. Cita Hukum dari lde Pengayoman di era Orde Lama adalah
antitesis secara langsung dari Cita Hukum Kolonial. Wataknya adalah
perlawanan dan selalu kontra dengan nilai-nilai barat yang ingin melakukan
kolonialisasi di Indonesia.

Cita Hukum Pengayoman ini pula yang mendasari Tujuan Hukum yang
disimbolkan dengan Pohon Beringin Pengayoman. Tujuan Hukum dari Pohon
Beringin Pengayoman adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dari
pengaruh-pengaruh asing yang merugikan, serta untuk menjaga kemerdekaan
Indonesia. Cara konkret yang dilakukan adalah dekolonialisasi dan
penghapusan nilai serta konsep hukum barat. Kebijakan yang paling terkenal
adalah pengganti Dewi Themis dengan Pohon Beringin Pengayoman sebagai
simbol Tujuan Hukum di Indonesia.

Pohon Beringin Pengayoman memang betul-betul merupakan sebuah

Ideologi yang menjadi batu uji bagi setiap peraturan perundang-undangan dan
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kebijakan yang akan diberlakukan di era Orde Lama. Namun posisinya hanya
sebatas itu saja, dan tidak dapat dikatakan sebagai ideologi pesaing dari
Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi norma
dasar bernegara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, sedangkan
Pohon Beringin Pengayoman bukan ideologi posisinya sebatas gagasan dalam
melihat dan menggunakan hukum. Justru, Pohon Beringin Pengayoman hadir
untuk menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri.

Tujuan-tujuan hukum lain (seperti Keadilan dan Kepastian), tetap diakui
sebagai bagian dari Ide Pengayoman, tetapi ruang pemberlakuannya harus
dilihat dari perspektif mengayomi masyarakat. Penolakan terjadi ketika nilai
keadilan dan nilai kepastian hukum diinterpretasi berdasarkan kepada ide-ide
barat yang berorientasi kolonialisme. Keadilan menurut lde Pengayoman
adalah untuk melindungi dan menjamin rakyat untuk dapat mengakses hukum
yang setara dan tidak membeda-bedakan antar golongan, ras, dan agama.
Sifatnya adalah universal kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepastian dalam
bingkai pengayoman diartikan sebagai mekanisme formal yang harus dipatuhi
agar rakyat terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa.

Pada zaman Indonesia Kontemporer atau pada era Reformasi seperti saat ini,
Ide Pengayoman masih tetap mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.
Namun, terdapat perbedaan pandangan ketika melihat lIde Pengayoman
tersebut. Ide Pengayoman pada era Orde Lama dipandang sebagai mekanisme
untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman asing dengan cara

dekolonialisasi dan menghilangkan unsur-unsur asing.
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Orde Baru melihat hukum sebagai sarana untuk membangun, sehingga
peran hukum adalah pendukung pembangunan negara. Perspektif Ide
Pengayoman untuk melindungi, dilihat sebagai alat untuk membangun.
Sedangkan era Reformasi, hukum dipandang sebagai mekanisme penjaminan
dan perlindungan hak asasi manusia, yang bisa membebaskan dan berorientasi
kepada rakyat. Namun, karena pengaruh Orde Baru yang menggunakan
hukum sebagai instrumen, budaya tersebut juga tertinggal di bidang-bidang
hukum tertentu (ekonomi, perindustrian, pertambangan, dll).

Namun, meskipun instrumental, tuntutan pengayoman masih tetap ada,
salah duanya ada di dalam bidang HAM dan Lingkungan Hidup. Ide
Pengayoman dalam perspektif reformasi harus menyediakan hukum yang
mengandung prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak-
hak dasar setiap individu. Dalam bidang lingkungan hidup, maka Ide
Pengayoman sebagai Tujuan Hukum harus mempunyai perspektif melindungi
hak asasi lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, Ide Pengayoman di dalam sistem hukum Indonesia
Kontemporer masih sangat relevan, tetapi aktualisasinya menggunakan sudut

dan perspektif yang berbeda

B. Saran

Untuk dapat memahami bagaimana lde Pengayoman ini bekerja di dalam Sistem

Ketatanegaraan Tradisional Indonesia, maka diperlukan untuk membacanya dengan

perspektif perkembangan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Konsep-konsep seperti

manunggaling kawula gusti, legitimasi kekuasaan raja, pengendalian diri, dan lain
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sebagainya, akan menemukan ketidakcocokan / bias makna ketika dibaca dan dipahami
menggunakan kacamata perkembangan Sistem Ketatanegaraan kontemporer saat ini.

Begitu pula dalam memahami Ide Pengayoman ketika diimplementasikan oleh

Sahardjo di era Orde Lama.
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